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"Laksanakan reforma 
agraria sejati, tanah 
untuk petani penggarap!"

SPI Jambi Bangun 7 Sekolah 
di Desa Terpencil

JAKARTA. erjuangan reforma agraria yang dilakukan oleh Serikat Petani Indonesia (SPI) di berbagai tempat di nusantara, tidak hanya mensejahterakan 
petaninya, namun juga membangun kehidupan. SPI Jambi contohnya yang telah membangun tujuh buah sekolah di desa terpencil. Simak selengkapnya 
di edisi kali ini | Foto : Ketua SPI Jambi Sarwadi Sukiman menjadi instruktur upacara dalam peringatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik 
Indonesia 2016 di salah satu sekolah yang dibangun oleh SPI di Jambi.
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NTP Juli 2016 Turun, Masyarakat 
Perdesaan Makin Miskin

JAKARTA. Nilai Tukar Petani (NTP) pada bulan Juli 2016 kembali turun. Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Agustus 2016, menyampaikan NTP Juli 
2016 turun hingga angka 101,39. Ini artinya NTP terus mengalami penurunan sejak November 2015 (102,95).

“Ini sangat mengkhawatirkan mengingat penurunan sudah berlangsung selama delapan bulan,” kata Henry Saragih, Ketua Umum SPI di Jakarta, 
pagi ini (02/08).

Penyebab penurunan NTP adalah inflasi perdesaan yang tinggi. Pada Juli 2016 inflasi perdesaan sebesar 0,76 atau lebih tinggi dari bulan 
sebelumnya sebesar 0,59. Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan konsumsi rumah tangga dengan indeks terbesar disumbang oleh bahan makanan 
sebesar 1,24 persen.

Kondisi NTP Pangan, Perkebunan dan Hortikultura
Sementara itu, NTP subsektor tanaman pangan pada Juli 2016 mengalami penurunan menjadi 98,21 persen (turun 0,54 dibanding Juni 2016).
“Walaupun secara faktual pada bulan Juli penerimaan petani tanaman pangan naik, namun diterpa inflasi. Artinya peningkatan daya beli petani 

gagal, karena harga kebutuhan juga naik,” papar Henry Saragih.
Kondisi yang sama—bahkan lebih buruk—juga terjadi pada NTP subsektor tanaman perkebunan. Penurunan NTP terjadi dari angka 98,22 

(Juni 2016) menjadi 97,94 (Juli 2016).
“Harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit Rp 1.200, ini masih sangat rendah. Selain itu biaya produksi dan biaya angkut juga naik. Belum lagi 

kenaikan harga kebutuhan sehari-hari meroket ketika Idul Fitri kemarin. Pantaslah NTP turun,” terang Zubaidah, Ketua SPI Sumatera Utara.
“Sungguh ironis, mengingat keterpurukan petani perkebunan rakyat sudah berlangsung lebih dari dua tahun. Ini sangat kontras jika dibandingkan 

dengan profit perusahaan-perusahaan perkebunan di Indonesia. Selain menguasai tanah untuk budidaya tanaman perkebunan, perusahaan juga 
menguasai industri hilir olahan hasil perkebunan,” timpal Henry Saragih.

Adapun subsektor yang mengalami kenaikan tipis pada Juli 2016 adalah NTP hortikultura (103,16), yang naik 0,41 dibanding Juni 2016. Faktor 
permintaan konsumen yang tinggi sepanjang Ramadhan dan lebaran berdampak langsung terhadap peningkatan penerimaan petani hortikultura.

Makin Miskin
Inflasi nasional pada bulan Juli 2016 sebesar 0,69 persen, lebih rendah dari inflasi yang terjadi di perdesaan sebesar 0,76 persen. “Tidak heran 

jika angka kemiskinan di perdesaan terus meningkat,” ujar Henry. “Yang segera harus pemerintah lakukan adalah pengendalian harga kebutuhan 
pokok di pasar.”

“Petani juga harus bisa menanam sendiri pangan kebutuhan dasar dan protein, jadi tidak menanam monokultur saja seperti sawit atau karet. 
Sebisanya tidak hanya bergantung  pada pasar,” jelas dia.

Selanjutnya, berdasarkan data BPS per 18 Juli 2016, persentase penduduk miskin perdesaan ternyata naik sebesar 0,02 persen di bulan Maret 
2016 menjadi 14,11 persen.

“Jelas masyarakat pedesaan harus bisa bekerja dan pendapatannya naik. Pemerintah harus konsisten untuk melaksanakan redistribusi lahan 
pertanian 9 juta hektar sesuai mandat Nawa Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Masyarakat desa itu 
kalau punya tanah, pasti bekerja dan berproduksi,” tutup Henry. ###
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SPI Jambi Bangun 7 Sekolah 
di Desa Terpencil

JAMBI. Perjuangan reforma agraria yang dilakukan oleh Serikat Petani Indonesia (SPI) di berbagai tempat di nusantara, tidak hanya mensejahterakan 
petaninya, namun juga membangun kehidupan.

Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Jambi Sarwadi Sukiman menjelaskan, selain bertani di lahan perjuangan para petani SPI juga 
membangun kehidupan dan menjaga alam. Salah satu bentuk nyatanya adalah membangun sekolah secara swadaya, tanpa ada campur tangan 
pemerintah.

“Anggota petani SPI Jambi itu tersebar ke pelosok-pelosok daerah, dan biasanya sangat minim infrastruktur seperti sekolah,” kata Sarwadi saat 
menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) SPI di Jakarta pagi ini (24/08).

Sarwadi melanjutkan, pendidikan adalah salah satu fondasi kehidupan, karena tanpa pendidikan anak-anak petani akan hilang arah dan 
menjadi generasi penerus bangsa yang buta ilmu.

“Sayangnya sekolah-sekolah terdekat dari pemukiman ita itu jaraknya belasan hingga puluhan kilometer. Jadi dulu untuk bisa bersekolah anak-
anak harus menempuh jarak yang cukup jauh,” tuturnya.

Berdasarkan hal ini, petani SPI pun berinisiatif untuk mendirikan sekolahnya sendiri. Dana pembangunan dikumpulkan secara swadaya dari 
setiap anggota petani SPI di tiap-tiap desa.

“Pendidikan adalah hal yang utama. Kita tidak ingin anak-anak petani di sini tumbuh menjadi generasi yang bodoh, yang tidak tahu apa-apa,” 
imbuhnya.

Selanjutnya, berkat kerja keras, dan komitmen kuat, terbangunlah sekolah-sekolah swadaya tadi.
“Totalnya sekarang kita telah membangun tujuh sekolah di tujuh tempat berbeda di berbagai wilayah di Jambi,” lanjut Sarwadi.
“Satu Sekolah Dasar (SD) di Desa Sialang Batuah, Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, sekarang sudah berhasil diubah menjadi 

sekolah negeri. Satu SD di Desa Napal Putih, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo. Satu SD di Desa Sanda, Kecamatan Lembah Masurai, 
Kabupaten Merang. Selanjutnya ada tiga SD di Desa Sungai Jerat, Desa Tanjung Mandiri dan Desa Alam Sakti, Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten 
Muaro Jambi; serta satu Sekolah Menengah Pertama (SMP)  di Desa Sungai Jerat, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi,” papar Sarwadi 
panjang lebar.

Sarwadi menjelaskan, anak-anak adalah generasi penerus bangsa, membangun pendidikan mereka berarti juga membangun kehidupan di 
masa depan.

“Sekolah yang kita bangun benar-benar swadaya. Awalnya gurunya juga dari petani kita sendiri, dan sebagai imbalan pengganti honor biasanya 

mereka kita berikan hasil panen kita. Kalau ada ubi yang kita kasih ubi, kalau ada sayur ya kita kasih sayur,” ujarnya.
Sarwadi menambahkan, perjuangan reforma agraria SPI tidak hanya mewujudkan dan menegakkan kedaulatan pangan serta keadilan sosial 

juga membangun kehidupan dan menjaga alam.
“Oleh karena itu pemerintahan Jokowi jangan ragu lagi untuk segera menjalankan dan mempercepat reforma agraria, redistribusi 9 juta hektar 

lahan, yang sudah tercantum di Nawacita dan RPJMN 2014-2019. Reforma agraria sekarang juga,” tambahnya.

Foto bersama siswa-siswi SPI di SD yang dibangun swadaya di Jambi

Foto bersama siswa-siswi SPI di SD yang dibangun swadaya di Jambi

Bakal sekolah swadaya oleh petani SPI Jambi
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SPI Jawa Tengah: Perda 
Perlindungan Petani Mendesak

PATI. Pemerintah daerah harus segera membuat peraturan daerah (Perda), turunan dari Undang-Undang (UU) No. 19 Tahun 2013 tentang 
Perlindungan Pemberdayaan Petani. Hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Jawa Tengah Edi Sutrisno di Pati (28/07).

Edi menyampaikan, dalam undang-undang tersebut terdapat upaya untuk memberdayakan petani, kesinambungan, kedaulatan pangan, 
termasuk Badan Usaha Milik Petani (BUMP). BUMP bisa dibuat dalam bentuk koperasi.

“Kepemilikan saham di BUMP nanti harus dari petani. Makanya, petani juga harus tahu supaya bisa segera membuat BUMP yang berfungsi 
mengatur secara kelembagaan. Bila itu berjalan baik, petani akan sejahtera dan kedaulatan pangan akan terwujud,” tutur Edi.

Karena itu, ia mendorong pemerintah provinsi dan daerah untuk membuat turunan UU Perlindungan Petani dalam bentuk perda yang kemudian 
diatur secara terperinci pada peraturan bupati (perbup).

“Pati sepertinya belum pernah menggagas untuk membuat perda dan perbup soal perlindungan petani, termasuk BUMP. Kami minta agar hal 
itu diprioritaskan,” tuturnya.

Edi melanjutkan, petani (kecil) adalah pionir dalam melakukan inisiatif pembuatan undang-undang (UU) yang membela kepentingannya yang 
terwujud dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani No. 19 Tahun 2013.

“Oleh karena itu hendaknya kita mendesakkan pemda di masing-masing daerah kita untuk mengimplementasikan undang-undang ini,” 
imbuhnya.

“Perda ini sejatinya bisa melindungi kita dari perampasan tanah, menjamin dan memberikan hak kita sebagai petani untuk beorganisasi secara 
mandiri,” tambahnya. ###

Foto: Ketua SPI Jawa Tengah Edi Sutrisno

Sekolah Agroekologi Shashe: 
Pusat Agroekologi dan 
Praktek Kedaulatan Pangan di 
Zimbabwe

Foto: Pemukiman di Sashe.

ZIMBABWE. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) telah melaksanakan profil platfrom dari pertanian keluarga berbasiskan agroekologi yang 
sukses, yang dilakukan oleh anggota La Via Campesina (LVC). Upaya bersama ini datang sebagai bagian dari kerjasama antara FAO dan LVC untuk 
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mempromosikan agroekologi. Berikut ini adalah sedikit profil tentang Sekolah Agroekologi Shashe di Zimbabwe, yang dijalankan dan dikelola oleh 
keluarga petani dari ZIMSOFF (Ormas Tani Zimbabwe), anggota LVC.

Pengalaman masyarakat Shashe di Provinsi Masvingo, Zimbabwe, adalah mikrokosmos dari visi yang lebih luas dari La Via Campesina (LVC). 
Shashe adalah komunitas petani yang mendapatkan tanah mereka pertama melalui pendudukan lahan, dan kemudian diuntungkan oleh Program 
Land Reform Cepat yang dilaksanakan oleh pemerintah Zimbabwe pada tahun 2000. Lahan yang sekarang mereka gunakan untuk bertani secara 
resmi dahulunya adalah lahan terlantar milik para peternak sapi. Sekarang, lahan ini menghasilkan jauh lebih banyak makanan dari sebelumnya, 
makanan yang diproduksi terutama melalui praktek-praktek pertanian ekologis.

ZIMSOFFF (Forum Petani Kecil Organik Zimbabwe) adalah representasi dari keluarga petani yang bertani dengan sistem pertanian agroekologi 
di Zimbabwe. ZIMSOFF telah mengembangkan proses partisipatif dari perencanaan dan manajemen penggunaan lahan secara ekologi, dan 
mendorong nilai tambah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Organisasi ini memiliki sekitar 19.000 petani kecil yang terbagi atas empat 
kelompok besar, yaitu kluster barat, timur, utara dan tengah. Kluster-kluster ini terdiri atas  64 organisasi petani kecil yang saling mendukung satu 
sama lain dengan sebuah aliansi. Shashe sendiri adalah organisasi petani kecil lokal yang berada di kluster tengah.

Para petani Shashe terdiri atas 380 penerima lahan (porgram land reform pemerintah) yang dimukimkan kembali pada tahun 2000 di blok 
peternakan , yang mencakup sekitar 15.020 hektar. Dulunya, daerah ini, sekitar 23% dialokasikan untuk tujuan perumahan dan bercocok-tanam, 
dan sisanya untuk menggembalakan ternak. Wilayah ini kering, hanya menerima sekitar 400 mm curah hujan per tahun, dan dahulu fungsi utamanya 
adalah sebagai peternakan yang diusahakan oleh petani kulit putih. Selanjutnya, para petani kecil lokal yang sebelumnya tak bertanah, memperluas 
funsgi penggunaan lahan tersebut karena saat ini mereka bercocok tanam sekaligus beterenak. Sekolah Agroekologi Sashe adalah salah satu dari lebih 
40 sekolah agroekologi La Via Campesina di seluruh dunia, yang mempromosikan pertukaran pengalaman melalui pembelajaran horisontal, untuk 
menyebarkan praktek-praktek pertanian agroekologi. Sekolah-sekolah ini secara kolektif telah mengembangkan kunci dari strategi perlawanan 
untuk memerangi ketergantungan pupuk dan input pertanian kimia, dan bertahan hidup menghadapi perubahan iklim.

Shase, sebagai organisasi petani kecil lokal, para petaninya menggunakan berbagai praktik agroekologi untuk memastikan kedaulatan pangan, 
memitigasi dampak perubahan iklim, dan mengurangi ketergantungan atas input pertanian kimia, sehingga berhasil menghemat pengeluaran 
tiap-tiap keluarga. Praktek-praktek ini termasuk penggunaan pupuk organik, mulsa, persiapan lahan minimum, menanam tanaman tumpang sari, 
pertukaran dan penggunaan benih tradisional, hingga saling berbagi tanaman yang sudah diserbukkan. Praktek-praktek seperti ini adalah landasan 
untuk membangun masa depan pertanian baru bagi para petani, tidak hanya di ZIMSOFF, tapi secara global.

Mempromosikan pupuk organik dan mulsa: mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia
Pupuk organik telah digunakan oleh petani di Zimbabwe selama beberapa generasi, merupakan bagian dari kearifan lokal. Manfaat pupuk, 

misalnya, didokumentasikan dengan baik dalam literatur. Para petani kecil anggota Sashe menggunakan pupuk kandang dari sapi dan kambing 
untuk menyuburkan ladang dan kebun mereka. Beberapa petani juga menggunakan kompos yang diperkaya dengan berbagai tanaman yang 
dicampur dengan pupuk kandang dari unggas.

Sisa tanaman, terutama dari jagung, biasanya jadi komposisi dominan untuk pembuatan pupuk kandang. Setelah panen, sisa-sisa tanaman 
ini dimasukkan ke dalam kandang ternak untuk kemudian diinjak-injak oleh binatang, sehingga bercampur dengan dengan kotoran dan urin. 
Selanjutnya, kombinasi pupuk kandang dan sisa-sisa tanaman ini digali dan dinimbun sebelum hujan. Proses dekomposisi akan menghancurkan biji 
gulma dan meningkatkan kandungan nitrogen, dan kemudian ditaburkan di bidang sebelum membajak lahan. Beberapa petani, yang kekurangan 
tenaga (kerja), langsung menerapkan pupuk kandang ke ladang, tetapi praktik ini memungkinkan benih gulma yang belum rusak berkecambah 

dan menyebar. Beberapa petani mengatasi tantangan ini dengan membuat kelompok kerja, saling bertukar tenaga kerja, untuk menggali dan 
mengosongkan pihak bekerja untuk pertukaran tenaga kerja, untuk menggali dan mengosongkan tumpukan pupuk kandangnya. 

Untuk benar-benar menghancurkan benih gulma, dan secara signifikan meningkatkan kadar nitrogen, beberapa petani, seperti Pak Mavedzenge, 
melakukan dekomposisi komplit pupuk kandang dalam kondisi anaerob di dalam sebuah lubang yang tertutup total. untuk setidaknya satu musim 
hujan. Hal ini meningkatkan kandungan nitrogen tiga kali lebih banyak. Sekali lagi, pupuk organik ini bebas gulma, dan siap untuk diaplikasikan 
pada tanaman. Menurut Buk Mudzingwa, petani anggota Shashe, tumbuhan yang ditanam dengan pupuk organik memiiki kualitas yang sama, 
bahkan lebih baik daripada yang menggunakan pupuk anorganik, pupuk kimia. Jadi tidak perlu bagi mereka untuk menghabiskan uang dalam 
jumlah besar untuk membeli bahan-bahan kimia. Selain itu, katanya, nitrat dalam pupuk buatan yang larut dan larut dengan mudah, menyebabkan 
ketidakseimbangan tanah dan akhirnya mempengaruhi organisme tanah dan kesuburannya. Selain pupuk organik dan kompos, mereka juga 
menggunakan pupuk cair. 40-50kg pupuk dimasukkan dalam karung dan ditangguhkan dalam drum 300 liter sebagian diisi dengan air selama 
10-14 hari. Kotoran ini kadang-kadang dicampur dengan kacang-kacangan dan daun untuk meningkatkan kandungan nitrogen. Air kaya nutrisi 
ini kemudian diencerkan dan diterapkan untuk sayuran. Menurut Bu Mudzingwa, usaha petani adalah untuk memberi makan tanah, yang pada 
gilirannya akan memberi makan tanaman, dan akhirnya memberi makan manusia.

Membangun fondasi yang kuat untuk kedaulatan benih melalui berbagai pertukaran benih
Dalam upaya untuk membangun kedaulatan benih di Shashe, petani mengunjungi dan mengumpulkan benih tradisional dan varietas-varietas  

dari berbagai belahan Zimbabwe. Pak Mpofu dan istrinya Elizabeth Mpofu, Koordinator Umum La Via Campesina, tetap menjaga dan menggandakan 
berbagai benih yang dikumpulkan dari berbagai daerah melalui pertukaran dan berbagi dengan petani lainnya. Mereka memiliki lebih dari 15 
varietas yang berbeda dari masing-masing jagung, sorgum, berbagai jenis kacang, labu, melon dan banyak tanaman tradisional lainnya. Sebagian 
besar benih telah dibagikan ke sesama petani Shashe. Misalnya, Mr Mpofu telah menangkarkan benih jagungnya selama 8 tahun, dan sebagian besar 
petani datang kepadanya untuk mendapatkan varietas jagung tradisional tertentu yang tidak lagi mereka miliki. Sebagai perwakilan dari petani, 
mereka terus mencari benih-benih, khususnya benih tradisional dan varietas-varietas penyerbukan terbuka, untuk memberikan keuntungan kepada 
petani lokal. Sekolah Agroekologi juga memproduksi benih bagi kebanyakan sayuran yang mereka tanam. Mereka membiarkan tanaman berbunga 
dan menghasilkan biji. Praktek ini dipelajari dari petani lain melalui pertukaran pengetahuan secara horizontal.

Foto: Peternakan di Shashe.

Foto: Panen jagung oleh petani Shashe di Zimbabwe
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JAKARTA. Pada 10 dan 11 Agustus 2016 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), United Nations Development Programme (UNDP) 
dan Kedutaan Besar Norwegia menyelenggarakan Konsultasi Nasional Krisis Tenurial Taman Nasional Tesso Nilo Riau. Kegiatan ini dihadiri 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI,Kantor Staf Presiden, pemerintah daerah (provinsidan kabupaten), perusahaan perkebunan, 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perwakilan masyarakat dan lembaga adat yang berada di wilayah taman nasional serta organisasi masyarakat 
Sipil, termasuk Serikat Petani Indonesia (SPI) yang diwakili oleh Dewan Pengurus Wilayah (DPW) SPI Jambi dan DPW SPI Riau.

Menyikapi agenda, Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI Agus Ruli Ardiansyah menyatakan, krisis tenurial di Taman Nasional 
Tesso Nilo (TNTN) sejatinya akibat tidak dijalankannya reforma agraria sehingga ketimpangan pemilikan dan penguasaan sumber-sumber agraria 
semakin timpang.

“Reforma agraria akan mengatur batasan maksimal dan minimal pemilikan dan penguasaan sumber-sumber agraria baik oleh korporasi 
maupun oleh rakyat secara individu sehingga semua warga negara Indonesia akan memiliki dan menguasai sumber-sumber agraria secara adil dan 
merata,” katanya di Jakarta (12/08).

Agus Ruli melanjutkan, ketimpangan kepemilikan dan penguasaan diperburuk dengan absennya negara yang melakukan pembiaran terhadap 
pusaran konflik penguasaan dan pemilikan sumber agraria selama ini.

“Kami mengusulkan dan merekomendasikan bahwa persoalan TNTN harus diselesaikan  dalam konteks reforma agraria sebagaimana amanah 
UUPA No 5 tahun 1960 yang telah dijabarkan dalam Nawacita Presiden Jokowi,” lanjutnya.

Agus Ruli menggaris-bawahi, penanganan krisis tenurial TNTN dengan menggunakan skema selain reforma agraria justru hanya akan 
memperparah konflik yang berkepanjangan dan semakin meluas.

“Reforma agraria telah menjadi acuan penataan agraria sebagaimana Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 
yang menargetkan redistribusi tanah kepada petani seluas sembilan juta hektar,” tegasnya.

Oleh karena itu Agus Ruli menambahkan, negara harus hadir dalam upaya penyelesaian konflik agraria yang ada di seluruh wilayah Indonesia.
“Termasuk penanganan krisis tenurial TNTN Riau dengan menjamin kemandirian dan kedaulatan negara yang bebas dari intervensi dari 

korporasi dan kepentingan asing,” tambahnya. ###

Ciptakan Pasar Lokal
Menurut Pak Mudzingwa, para petani menanam apa yang mereka makan, jadi mereka adalah pasar pertama; tetangga adalah pasar kedua. 

Dengan demikian, mereka sedang membangun pasar lokal untuk produk lokal. Hal ini mengurangi kebutuhan untuk mengangkut dan menjual hasil 
panen ke kota-kota, dan mempertahankan sebagian uang tunai dalam dompet petani. Produk lainnya yang diperdagangkan secara lokal adalah 
bahan makanan yang kaya akan sumber protein seperti daging, susu, dan ayam. Sereal, terutama jagung, biasanya dijual kepada Dewan Pemasaran 
Biji-Bijian pada saat panen yang baik.

Para petani menyimpan jagung dan jagung kupas dalam jumlah yang cukup di lumbungnya untuk memberi makan keluarga mereka. Selama 
masa kekurangan gandum, petani dengan kelebihan gandum menjual kepada yang mengalami defisit. Sekali lagi, petani cenderung bertukar gandum 
dengan tenaga kerja, terutama selama membajak dan penyiangan. Sereal lainnya seperti sorgum dan millet yang dijual secara lokal, terutama untuk 
petani yang membuat minuman berakohol.

Hidup dan Memanfaatkan Alam Sekitar : Dinding Batu dan Tenaga Surya
Petani di Shashe telah menguasai seni hidup dengan alam, sehingga mampu memaksimalkannya dan mengambil manfaat darinya. Beberapa 

bagian dari Shashe adalah daerah yang berbatu dan petani telah menemukan cara untuk menggunakan batu untuk menghentikan erosi tanah di 
kebun dan rumah tinggalnya. Beberapa telah menggunakan batu untuk membuat pagar di rumahnya. Para petani mengatakan bahwa dinding-
dinding batu tersebut tahan lama, kuat dan murah biaya pengerjaannya. Beberapa petani menggunakannya sebagai bahan bangunan, sementara 
yang lain menggunakannya untuk menata dekorasi di kebun. Para petani juga melestarikan pohon-pohon lokal yang sering mereka manfaatkan 
sebagai sumber obat-obatan. Adalah dokter Nago, tabib tradisional dan kepala kampung, juga anggota organisasi tani Sashe yang mengelolanya. 
Beberapa dari petani juga menanam daun kelor, pohon obat yang umum digunakan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh seseorang. Daun 
kelor digunakan bahan penambah nafsu makan.

Singkatnya, pengalaman Zimsoff di Shashe, menunjukkan bahwa jika petani tak bertanah bisa mendapatkan akses atas tanah, atas lahan, 
mereka dapat menggunakan agroekologi untuk menanam pangan sehat dengan biaya rendah, selaras dengan alam, bagi keluarganya dan pasar 
lokal mereka.

"Usaha petani untuk memberi nutrisi pada tanah akan memberi makan pada tumbuhan yang ditanam di atasnya yang pada akhirnya akan 
memberi makan manusia," kata Pak Mudzingwa, petani anggota ormas tani Shashe. ##

Reforma Agraria Jawaban 
Penyelesaian Konflik Agraria 
di Taman Nasional Tesso Nilo

Sambungan dari hal. 9

Foto: Pasar lokal di Shashe
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SPI Sumut: Konflik Tanah Sari Rejo 
Akibat Tidak Dilaksanakannya 
Reforma Agraria

SPI Katingan Kembali Aksi, 
Tuntut Penyelesaian Konflik Lahan

MEDAN. Dalam kampanye pemilihan presiden 2014, Jokowi-JK dengan tegas mengatakan akan melakukan redistribusi 9 juta hektar lahan kepada 
rakyat serta menyelesaikan konflik-konflik agraria yang kemudian dituangkan dalam Nawacita. Namun hingga menjelang dua tahun pemerintahan 
hal ini belum juga terwujud. Justru ledakan konflik agraria masih terus terjadi di berbagai daerah, tanpa ada langkah-langkah yang berarti.

Senin, (14/08/2016) ledakan konflik agraria kembali pecah di Kelurahan Sari Rejo, Medan, Sumatera Utara. Bentrokan antara warga dan aparat 
TNI AU menimbulkan korban di pihak masyarakat dan jurnalis yang bertugas melaksanakan liputan. Rumah dan kendaraan warga turut menjadi 
sasaran dan mengalami kerusakan.

Zubaidah, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Utara (Sumut) menegaskan, penyelesaian konflik 
agraria merupakan salah satu program prioritas yang telah dituangkan dalam RPJMN 2015-2019, yang diikuti dengan pendistribusian lahan 9 juta 
hektar kepada rakyat.

“Seharusnya konflik tanah di Sari Rejo dapat dituntaskan melalui mekanisme ini, jika negara berkemauan kuat”, terang Zubaidah di Medan, 
(18/08).

Zubaidah melanjutkan, tidak dijalankannya penyelesaian konflik-konflik agraria, menjadi sinyal bahwa negara tidak hadir melindungi rakyatnya.
“Yang terjadi justru pembiaran negara terhadap pecahnya konflik yang menimbulkan korban, bahkan dilakukan oleh aparat negara yang 

seharusnya bertindak mengayomi warga”, imbuhnya.
Zubaidah pun menyayangkan terjadinya tindak kekerasan yang melukai warga dan dua orang jurnalis Array Argus dan Andri Syafrin Purba. 

Oleh karenanya ia mendesak agar prajurit yang melanggar hukum ditindak tegas, agar tidak terulang kejadian yang sama.
“Sebagai aparatur negara seharusnya dapat belajar dari petani bagaimana memahami hak-hak rakyat yang dilindungi oleh undang-undang. 

Kami petani siap bisa memberikan pembekalan agar mereka memahami apa itu reforma agraria, bagaimana hak-hak rakyat atas tanah dijamin oleh 
undang-undang, dan bagaimana melindungi dan mengayomi hak rakyat”, papar Zubaidah.

Zubaidah menambahkan, pemerintah harus segera menuntaskan konflik lahan Sari Rejo dan mengusut tuntas tindak kekerasan yang 
mencederai rakyat serta jurnalis. Untuk menghindari terjadinya konflik yang sama, ia pun mendesak agar rencana pembangunan rusunawa oleh 
TNI AU bersama Kementerian PUPR segera dihentikan.

“SPI mendesak agar negara segera melaksanakan program distribusi sembilan juta hektar tanah kepada rakyat, serta menyelesaikan konflik 
agraria yang juga dihadapi oleh berbagai petani di berbagai daerah,” tambahnya. ###

KATINGAN. Ratusan petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, kembali melakukan aksi menuntut 
penyelesaian konflik lahan di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Desa Buntut Bali, Kecamatan Pulau Malan. Aksi ini dipusatkan di halaman 
Kantor DPRD Katingan, Senin (08/08).

Subali, koordinator aksi, perwakilan petani SPI Katingan menjelaskan, pada 2011 dilakukan penyerahan Lahan Usaha (LU) II oleh 
Dinsosnakertrans Katingan kepada warga transmigran sebanyak 450 kepala keluarga (kk) dengan luas 450 hektar. Namun dalam lanjutannya 
penyerahan lahan tersebut memicu terjadinya perselisihan karena pihak dinas tidak ikut mendampingi dalam proses distribusi lahan saat itu.

Subali melanjutkan, akibatnya inisiatif warga transmigran masuk ke lahan mendapat penolakan dari masyarakat lokal yang enggan menyerahkan 
lahan kepada masyarakat transmigran. Hal ini disebabkan masyarakat lokal belum menerima ganti rugi pembebasan lahan dari Dinas Transmigrasi.

“Masalah semakin rumit ketika pada saat yang sama, tahun 2011, Dinsosnakertrans menyerahkan lahan kepada PT. Intan Permai yang sekarang 
mengklaim lahan tersebut. Luasnya sekitar 360 hektar, hanya 90 hektar sisanya yang boleh dikelola oleh masyarakat transmigran,” tegas Subali.

“Yang jelas kami minta kejelasan LU II seluas 450 hektar yang sudah ditetapkan pemerintah sebagai lahan peruntukan transmigran. Kami juga 
menuntut jaminan keamanan berupa legalitas atau sertifikat lahan pekarangan, LU I dan LU II warga Transmigran UPT Pulau Malan,” lanjutnya.

Subali melanjutkan, warga UPT juga menuntut pembangunan infrastruktur  serta kemiskinan, seperti jalan poros bebas banjir, jembatan, 
jaringan listrik serta jaringan sosial guna pengolahan lahan.

“Dari aksi kami sebelumnya, belum ada juga perkembangan yang positif. Janji tinggal janji. Kami juga menuntut pemerintah untuk mendefinitifkan 
UPT Pulau Malan menjadi desa.’’ tambahnya.

Massa aksi diterima oleh Wakil Ketua II DPRD Katingan, H. Al-Fujiansyah, Ketua Balegda, H. Fahmi Fauzi, Ketua Komisi I Kariyadi, serta anggota 
DPRD Sugianto, M.Effendi, dan Dahlia.

“Saya secara pribadi, akan bersama sama untuk menyampaikan hal ini ke pusat,’’ kata Karyadi. ###

Foto: Ketua SPI Sumatera Utara, Zubaidah

Aksi Petani SPI Katingan Kalimantan Barat Menuntut Penyelesaian Konflik Lahan. Kredit foto: Isnaeni / Kalimantan Post



PEMBARUAN TANI
EDISI 151
SEPTEMBER 2016 P E M B A R U A N  A G R A R I A14 PEMBARUAN TANI

EDISI 151
               SEPTEMBER 2016R A G A M 15

TEKA TEKI SILANG PEMBARUAN TANI - 069

Petani Bersatu Tak Bisa Dikalahkan
www.spi.or.id
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Sambungan dari hal. 14

Bersambung ke halaman 15

MENDATAR
7. Jenis mobil   9. Suku di Papua    10. Satuan berat    11. Orang yang mata pencaharian utamanya adalah 
menangkap ikan    13. Pengairan sawah    15. Dinding, kerai, dan sebagainya untuk membatasi atau 
memisahkan ruang    17. Kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu 
maksud    19. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa 
atau pemerintah    20. Orang yang kerjanya mengantarkan koran    21. Sumbu    23. Wajib dimiliki petani 
jika ingin sejahtera  28. Tumbuhan air berdaun melonjong lebar    30. Urusan pertanian    
32. Rumpun bangsa    33. Besar    35. Janji

MENURUN
1. Dapat dipercaya  2. Jahil    3. Satuan luas 4. Air dibekukan    5. Otonomi Daerah    6. Binatang laut    
8. Panggilan bagi perempuan yang belum nikah    9. Rasa garam    12. Harapan    14. Sejenis bahan bakar    
16. Tegap, padat    18. Pegunungan di Eropa    21. Penjaga kedaulatan pangan nusantara    
22. Kakek (Belanda)    24. Kata tanya    25. Berhenti, jeda untuk sementara waktu    26. Bagian dari instansi 
yang mengurusi suatu urusan    27. Beras yang sudah dimasak    29. Pemimpin kerajaan    31. Perempuan 
perawan (Jawa)    34. Tanda nomor kendaraan daerah Sumatera Barat    36. Keluarga Berencana

“Sengketa dan 
konflik agraria selalu 
menyengsarakan petani 
kecil, mengusir mereka dari 
lahannya. Dengan reforma 
agraria, dengan penataan 
sumber-sumber agraria, 
redistribusi lahan, ini bisa 
dihindari,” ungkapnya.

Kampung Reforma Agraria
Henry juga menggarisbawahi, 
tanah yang didistribusikan 
adalah yang termasuk dalam 
Tanah Objek Reforma Agraria 
(TORA).

“Oleh karena itu dalam 
pelaksanaannya, organisasi 
tani wajib dan harus 
dilibatkan dalam penentuan 
TORA dan Subjek TORA,” 
imbuhnya.

Henry mengemukakan, 
SPI sudah berhasil 
m e n g i m p l e m e n t a s i k a n 
konsep reforma agraria 
di berbagai wilayah di 
Indonesia.

“Kita sudah punya 
k a m p u n g - k a m p u n g 
reforma agraria. Kampung 
yang dibangun dari hasil 
perjuangan petani mengolah 
lahan terlantar, ataupun lahan 
yang dulunya diklaim dan 
diserobot oleh perusahaan.”

“Dari kampung reforma 
agraria ini petani kita 
mampu memproduksi dan 
menegakkan kedaulatan 
pangan, serta membangun 
kehidupan masyarakat 
sekitarnya dengan 
mendirikan sekolah, 
pemukiman, hingga fasilitas 
umum,” paparnya.

Oleh karena itu Henry 
menambahkan, SPI dan 
petani kecil se-Indonesia 
menunggu langkah kongkrit 
pemerintah pasca rapat 
terbatas ini.

“Reforma agraria bisa 
mengatasi kemiskinan 
di perdesaan yang akhir-
akhir ini semakin parah. 
Kita tunggu kerja,kerja, 
dan kerjanya pemerintah,” 
tambahnya. ###

SPI Sambut Baik Hasil Rapat 
Terbatas Presiden Jokowi 
tentang Reforma Agraria

Foto: Ketua Umum SPI Henry Saragih 

JAKARTA. Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) menyambut baik hasil rapat terbatas yang dilaksanakan Presiden Joko 
Widodo yang membahas tentang reforma agraria, Rabu (24/08).

Ketua Umum Badan Pelaksana Pusat (BPP) SPI Henry Saragih menyampaikan, dalam rapat tersebut Presiden Jokowi menyerukan untuk 
dilakukannya reforma agraria. Jokowi menyampaikan, reforma di bidang agraria dipandang perlu untuk menciptakan terwujudnya keadilan dalam 
penguasaan tanah serta penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam.

“Ini kita sambut baik, kita apresiasi, meski sedikit terlambat karena usia pemerintahan sudah berjalan hampir dua tahun,” kata Henry Saragih 
di sela-sela Musyawarah Nasional SPI di Jakarta, kemarin (24/08).

Henry menjelaskan, reforma agraria merupakan upaya penataan penguasaan tanah. Karena itu menurutnya janji sembilan juta hektar harus 
diterjemahkan dengan mendistribusikan tanah kepada petani berlahan kecil dan tak bertanah.

“Yang harus diingat adalah reforma agraria bukan sekedar bagi-bagi sertifikat tanah gratis,” tegasnya.
Henry melanjutkan, reforma agraria memang mendesak dilakukan untuk menghindari dan menyelesaikan sengketa agraria antara petani kecil 

dengan pihak perusahaan, baik swasta maupun negara.
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Sekolah Petani SPI Jambi

“Totalnya sekarang kita telah membangun tujuh sekolah di tujuh 
tempat berbeda di berbagai wilayah di Jambi,” kata Sarwadi, Ketua 
Badan Pengurus Wilayah (BPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Jambi.

“Satu Sekolah Dasar (SD) di Desa Sialang Batuah, Kecamatan 
Mandiangin Kabupaten Sarolangun, sekarang sudah berhasil diubah 
menjadi sekolah negeri. Satu SD di Desa Napal Putih, Kecamatan 
Serai Serumpun, Kabupaten Tebo. Satu SD di Desa Sanda, Kecamatan 
Lembah Masurai, Kabupaten Merang. Selanjutnya ada tiga SD di Desa 
Sungai Jerat, Desa Tanjung Mandiri dan Desa Alam Sakti, Kecamatan 
Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi; serta satu Sekolah Menengah 
Pertama (SMP)  di Desa Sungai Jerat, Kecamatan Bahar Selatan, 
Kabupaten Muaro Jambi,” (selengkapnya di halaman 4)                   


